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A. Latar Belakang Masalah
Kepariwisataan akhir-akhir ini sering menjadi pokok pembicaraan
yang hangat di berbagai media massa, diskusi atau seminar terutama
perkembangan pariwisata di daerah yang memiliki asset wisata yang
beraneka ragamn, terutama wisata alam budaya yang indah, bukit-bukit
dengan pancrama yang permai, adat istiadat beraneka ragam, serta flora
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dan fauna yang khas dan langka. Inflah yang menyebabkan pola

perjalanan wisata dirancang sampai ke daerah atau Desa yang terkecii. “ *

Peningkatkan kepariwisataan ini dibutuhkan manusia yang memiliki
Iimu Pengetahuan dan Teknclogi, serta pembinaan dari pemerintah supaya
masyarakat mengupayakan dalam meningkatkan devisa negara, karena
manusia adalah sebagal pemeran utama dalam mengembangkan dan
mengendaiikan Hmu  Pengetahuan dan  Teknologi, sehingga dapat
digunakan semaksimal mungkir.
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i B.J. Habibie bahwa dalam melaksanakan teknologi, periu
adanya pengendalian dan pemamfaatan teknologi yang dikendalikan cleh
sumberdaya manusia yang merupakan salah satu unsur yang paling
penting dalam menentukan berhasit tidaknya iimu pengetahuan

! Syamsidar, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisats,
Yogyakarta 1999, ha! 53.
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uamny dapat dikembangkan dan dimamfaatkan secara efesien dan produktif
untuk meningkatkan taraf hidup manusia.” ®

“esadaran  manusia akan peniingnya mengembangkan sektor
kepariwisataan ¢ .hagai salah satu pernasukan devisa bagi pemerintah dan
masyarakat mpat. Hal ini didukung oleh pendapat ®ika. A. Yoeti, yang
menyatakan bahwa pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu
pemasukan devisa bagi pemerintah yang cukup besar. Sebelum Tahun
1880-an pemerintah indenesia telah melihat potensi 13,677 Pulau yang ada
dan ratusan pariast adat kebudavan yang masing-masing memiiki keunikan
tersendir.

cemudian pemeriniah melahirkan bebarapa keputusan penting dibidang
pariwisata. Seperti terbentuknya VYayasan Tourist indenesia (1955),
Dewan Tourime Indonesia (1957), dan Lembaga-iembaga pariwisata
Nasional {(1280) yang pada dasarnya semua iembaga lersebut beriugas
mengenai masalah kepariwisatzan nasional. Kebiiakan pemerintah
dibidang inl semakin memiliki arah yang jelas. iagi kemudian
dikeivarkannya Keppres No. 30 Tahun 1989 tentang pengembangan
kepariwisataan nasional sebagai salah satu sumber devisa negara.

Penjabaran iebih lanjut dari Keppres No. 30 tersebut adalah
keluarnya Instruksi Presiden No. § Tahun 19869, dimana dalam Pasal 2 di
cantumkan, bahwa pengembangan kepariwisataan digerakkan dengan
wiuan meningkatkan devisa pada khususnya dan memberi kesempatan
kerja sektor panwisata serta memperkenaikan budaya-budaya yang acda dan

mendaya gunakan keindahan alam Indeonesia, di samping meningkatkan

persaudaraan dan persahabatan Internasionai
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Ibict, hal. 23.
* Oka. A. Yoeti, Pengarnitar iy Pariwisata, Aksara, Bandung 1983,
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